
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR lOO.3.3l/305 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCALIHAN ASET DAN DOKUMEN ASET DARI

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA KEPADA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a bahwa dengan terbentuknya Provinsi Papua
Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tqhrrn )O1, tcnteno PembentUkan ProVinSi
Papua Tengah, Kepala Daerah kedua Daerah
mengatur dan melaksanakan penyerahan aset
serta dokumen kepada Pemerintah Provinsi
Papua Tengah sesuai dengan ketentuan
pe!'a t r r ran pen l prl a ng-r rndanga n'

h hahwa asef daerah trenrna harqno rnilik daerah

C

yang berada dalam wilayah Provinsi Papua
Tengah dari Provinsi Papua belum sepenuhnya
di-laksanakan sesuai dengan ketentuan
perunriang- undangan;

bahwa <iaiam hai penyerahan aser rian ciokumen
tidak dilaksanakan atau belum selesai
dilaksanakan oleh Gubernur Papua berdasarkan
batas *-aktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak pelantikan Penjabat Gubernur pertama
sckaii, ivicrricri Daiau iicgcr i waj ii-r

menyelesaikan penyerahan aset dan dokumen;
bahwa batas waktu 3 (tiga) tahun telah lewat
sebagaimana dimaksud pada huruf c;

bahwa untuk menjamin ketertiban administrasi,
kepastian hukum, dan kelancaran proses
pengalihan aset dari Pemerintah Provinsi Papua
kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu
ditctankan Kenrrtrrsan Crrhernrrr tpntang Setrtan
Tugas Pengalihan Aset dan Dokumen Aset;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
N^a^r q<a7l oah^ddih-h- r-l-L. ,1i"1--l'

JJv l ,l

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja
Meniadi I Indqn<r-l lndan<y JI crnharan Nr.craro

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (i,embaran Negara
Reprrblik ladnnesi2 Tahtt-n 2O14 Nomor" 292,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagiamana telah diubah dengan
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Femerintah Pengganti Undang- Unciang Nomor 2
Tahun 2022 lenfanp Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
68s6);

Urrtia-rrg-Uudzurg iiourur i Taiiuu 2422 Lctr,tatrg
Hubungan Keuangan Atara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
iiolioi 6757i;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah {lembaran
Nl'sara Renrrhlik Tndnnesia Tahun 2022 Nomor
158, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang Pengelolaan Barang Milik
rrcBara/Lracrall (rJcflluaririr rtcBara I(cpuurllt
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telatr diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020

rt--.. t- - l- - - A.-^ ft--^...-^- rl----:-.-L!(llldrrE, r ul Llr,ratrdrr rtLas r Lrartrrarr r crlrct lllLdlr
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
N^-^- 4<O2t..l Ua.rur v9-v,,
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6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrrn
2O2O tentang Pedoman Teknis pengeloiaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78l);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun
nrl14. +^-.^-- rr^l^-^- rt---^t^l^ ^--4vr\r (r-rrr<rrrE, r u\r\rrrr,<t1l I srr6crurcl'orrl t.)cu dtrB rvlltrh,
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20i6 Nomor 547), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
I\ra6lai nal^6 I\l^r-; l\l^*^- 1o 'T^L,,- .lrt t 4.

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 350);

Laporan Hasil Ferneriksaan BaCan Peneriksa
Keuangan Atas Sistem Pengendalian Intern dan
Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Pemerintah Frovinsi Papua
Tengah Tahun 2024 di Nabire, Nomor:
oR R/T/r HP/D._rPKN-v1 NBR/ppD 0l /06/2025,
Tanggal 5 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Satuan Tugas Pengalihan Aset dan Dokumen Aset dari
Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Tengah,
detigarr susunarl keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lamoiran.

Satuan Tugas Pengalihan Aset dan Dokumen Aset dari
Provinsi Papua kepada Provinsi Papua Tengah
bertugas uniuk:
a. melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh

aset yang belum dialihkan dari Provinsi Papua
kepada Provinsi Papua Tengah;

b. melakukan koordinasi kepada Kementerian
Dalam Negen untuk memastikan bah'*a dalam
hal penyerahan aset serta dokumen dari Provinsi
Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah
waktunya telah melebihi 3 (tiga) tahun sejak
pelantikan Penjabat Gubernur pertama kali,
Menteri Dalam Negeri rvajib menyelessjkan
penyerahan aset dan dokumen dimaksud.

c. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan
kegiatan kepada Kementerian, Pemerintah
Daerah berkaitan dengan proses penyerahan aset
dan dokumen aset, terutama aset divestasi
saham Pf. Freeport Indonesia hingga
ditandatanganinya berita acara serah terima
aset;
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mentusun kerangka hukum dalam rangka
mekanisme penyelesaian s€cara musyawarah
mufakat penyerahan as€t, terutama aset
divestasi saham PT. Freeport Indonesia dari
Pro',"insi Papua kc Prorinsi Papua Tengahl
menjajaki upaya hukum sebagai upaya terakhir
dalam hal penyerahan aset tidak menemui kata
mufakat;
menJrusun laporan pelaksanaan pengalihan aset
lzanarl a f,ranrcri

Segala biaya yang timbul sebagpi akibat Keputusan ini
dibebankan pada APBD Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tangga-! ditetapkan.

Ditetapkar di Nabire
pada tanggal 24 November 2025

CUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

c

f.

KETIGA

IitrEMFAT

cngan aslinya
HUKUM,

NG, S.H., M.H.
082002121002

Salinan Keputusan ini disamoaikan kepa{a Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakartal
2. Keiua DPRFTT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire:
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masingyang bersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
iioMoR i00.3.3.1i 305 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENGALIHAN ASE-T DAN
DOKUMEN ASBT DARI PROVINSI PAPUA
KEPADA PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGCOTAAN SATUAN TUGAS PENCALIHAN ASET
DAN DOKUMEN ASET DARI PROWNSI PAPUA

KEPADA PROVINSI PAPUA TENGAH

dtal).tl l,a1t,i
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Wakil Gubernur Papua Tengah

Sekretaris Daerah

Inspektur

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,

Kepala Biro Hukum Setda

Kabid. Barang Milik Daerah pada BPPI(AD

Ene dan Sumber Mineral

Keu dan Aset Daerah

KEDUDUKAN DAI,q,M
SATGAS

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Angqota

Gubemur Papua Tengah Ketua

Anggota

Anggota

0

9

1

1t

Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk
Hukum Pengaturan Perciasi <ian Perriasus

Biro Hukum setda
Kepala Sub Bagian Produk Hukum
Wilayah III
Abraham Tandilangi, SH.,M.Si

Anggota

Anggota

Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

S engan aslinya
HUKUM,

G, S.H., M.H.
N 200212too2
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